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Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) dalam Pasal 7 ayat (1)
UUPR disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan
kawasan budi daya. Dalam hal ini, sempadan sungai termasuk dalam kawasan lindung. Namun dengan
banyaknya permukiman disepanjang tepi sungai kota Jakarta, akibat yang ditimbulkan menurunnya kualitas
lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai sertatepi sungai. Penulisan ini membahas tentang hukum
perencanaan tata kota yang berkaitan dengan penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara,
antara lain apakah terdapat harmonisasi dan sinkronisasi hukum dari berbagai regulasi yang berkaitan
dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali kemudian
masal ahmasal ah apa sgjakah mengenai hukum dan non hukum yang timbul dalam penataan permukiman di
wilayah bantaran kali Jakarta Utara dan bagaimana upaya menyel esaikannya. Berkaitan dengan perencanaan
tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta utara belum dapat
dikatakan terdapat keharmonisan dan sinkronisasi hukum. Dalam pel aksanaan penataan ruang berkaitan
dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara mengalami masalah yang cukup pelik karena
begitu banyak faktor-faktor yang saling berkaitan tumpang tindih didalamnya. Masalah hukum dan non
hukum, mengenai masalah hukum berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, kurangnya profesionalitas
aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Kemudian
mengenai masalah non hukum berkaitan dengan masalah kependudukan, permukiman kumuh, pencemaran
sungai, banjir. Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan
teknis sgja tetapi juga aspek-aspek sosial, hukum, ekonormi dan budaya. Upaya yang dilakukan dalam
menangani masalah dalam penataan ruang berkatan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta
Utara, tidaklah mudah sebab antara masalah yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Di
butuhkan peran serta yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tapi juga melibatkan masyarakat dan
pihak swasta untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.
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According to the law of 24 the year 1992 about space ordering (Penataan Ruang/ UUPR) in paragraph 7
article (1) UUPR, it is mentioned that the main function of space ordering covering patronage region and
cultivation. However, because o ot of residences along river side of Jakarta, the environment quality of that
region is descending. This paper is about the planning law of city order that related to residences order at
flood plain of river in port Jakarta, i.e. is there an harmonizing and synchronizing of law from any regulation
that related to the planning law of city order in program of residence order at flood plain of river and then
what kind of matters of law and non law that appear in ordering residences at flood plain of river in north
Jakarta and what are the solutions. In the case of residence order at flood plain of river in north Jakarta, there
is no a harmonized and synchronized of law. There are too many complex factors in giving implementation
of residence order at flood plain of river in north Jakarta. In matter of law, less professionalism of the
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apparatus of law, and less consciousness and culture of law of citizen, become areason of those factors. In
the matter of non law it related to demography, vile residences, soiled river and flood. Residences as place
of human living is not just about physically and technically aspect but also is about the aspect of social, law,
economy and culture. It is not easy to take in hand the matter of space order that in line with residence at
flood plain of river in north Jakarta one problem and another is link to each other. It needs contribution not
only from the government but aso from community it self and private to give solutions towards those kinds
of problems.



